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                                                      BAB III 

                                                               PENUTUP 

 

A. Kesimpulan: 

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan  

terhadap  masalah  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat atas masalah Cybercrime 

yaitu ;  

1. Pihak berwajib khususnya kepolisian, telah memberikan perlindungan hukum 

kepada masyarakat yaitu, dengan cara mengimplementasikan peraturan 

perundang-undang  yang  ada  saat  ini yaitu KUHP , Undang-undang  nomor 

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik  dan / atau  Undang-

undang  nomor  8  tahun  2009  tentang Perlindungan konsumen. Selain itu 

pihak kepolisian juga melaksanakan tindakan pencegahan atau tindakan 

prefentif dalam  menutupi  kekurangan  hukum pidana nasional, seperti  

pendekatan  kultur, pendidikan, pendekatan teknologi, penyuluhan atau 

kerjasama kepolisian (bina masyarakat), dengan penyedia layanan 

telekomunikasi / Provider  dan  masyarakat  atau  instansi  pendidikan. 

2. Hukum  positif di Indonesia saat ini  memang  sudah  dapat dijadikan  dasar 

menanggulangi dan menindak kasus Cybercrime, khususnya penipuan lewat 

media komunikasi dalam pesan singkat atau SMS di Indonesia, tetapi yang 
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perlu diperhatikan adalah belum optimal pelaksanaanya  karena ada  kejahatan 

penipuan lewat pesan singkat atau SMS  yang  tidak dapat dijangkau dan 

diproses dengan ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku saat ini yakni 

dengan menerapkan KUHP, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi elektronik, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan konsumen, atau  berbedanya  penerapan  hukum  terhadap  

kasus  kejahatan   yang  sama  disetiap  pengadilan dan kurang maksimalnya 

penjatuhan  sanksi  kepada  pelaku  tindak  pidana  tersebut  sehingga tidak 

menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut. 

B. Saran ; 

Berdasarkan hasil  penelitian diatas  maka  penulis  memberikan  saran  

agar ; 

1. Kepolisian  menjalankan  langkah  prefentif  dan  represif  dengan  tegas,yang 

didukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia, terutama personel 

kepolisian  untuk  diberi  pembekalan  mengenai  ilmu siber  atau  kejahatan 

Cybercrime  yang  didukung  oleh  tersedianya  teknologi  forensik  yang   

memadai yang dapat  digunakan  untuk  menanggulangi  Cybercrime. 

2.  Pihak pemerintah segera memperbaiki Undang-undang Cybercrime yang ada 

yang dengan penambahan ketentuan delik yang  belum ada, sehingga   produk 
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hukum Cybercrime yang ada dan berlaku di Indonesia dapat menjangkau dan  

menyelesaikan  semua persoalan Cybercrime yang dihadapi. 

3. Peningkatan   keamanan   dan   perlindungan  atas   konsumen. 
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